BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu
mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
kegiatan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB);

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar
penyelenggaraan kegiatan pemungutan BPHTB
berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan
berhasil guna perlu ditetapkan Sistem dan Prosedur
Pemungutan;



Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

1.

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem
dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);



10.

11.

12.

13.

14.

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat |l Salatiga dan Kabupaten Tingkat I
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3746);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Menetapkan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007
Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor
8);

16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah  Kota Salatiga Tahun
2011 Nomor 1);

17. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2007 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun
2007 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB).

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Salatiga.

4. Satuan Kerja Pangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Pangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah.
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. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang

selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.

. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan
diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan bangunan.

. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau
badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB adalah tata
cara pemungutan BPHTB yang meliputi seluruh
rangkaian proses yang harus dilakukan dalam rangka
menerima, menatausahakan, dan melaporkan BPHTB.
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17.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, yang
selanjutnya disebut PPAT/Pejabat Lelang, adalah
pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak
atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak
lain.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan Angaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada SKPD yang membidangi
pendapatan daerah.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk membantu tugas
Bendahara Penerimaan.

Bank atau tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak
ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang
dari Wajib Pajak.

Dokumen Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah
terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah
dan/atau bangunan, berupa surat perjanjian, dokumen
jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang
memiliki kekuatan hukum.
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Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, yang selanjutnya
disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran BPHTB terutang ke kas daerah atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota dan
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

Surat Setoran Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB,
yang selanjutnya disingkat SSPDKB BPHTB, adalah
surat setoran pajak daerah kurang bayar yang
menunjuk besarnya jumlah bakunya pembayaran
pokok BPHTB, besarnya sanksi, dan jumlah BPHTB
yang masih harus dibayar.

Surat setoran Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPDKBT BPHTB,
adalah surat setoran pajak daerah kurang bayar
tambahan yang menyatakan tambahan atas jumlah
BPHTB yang ditetapkan.

Surat Setoran Pajak Daerah Lebih Bayar BPHTB, yang
selanjutnya disingkat SSPDLB BPHTB, adalah surat
setoran pajak daerah lebih bayar yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran BPHTB karena jumlah
pembayaran BPHTB lebih besar daripada BPHTB
yang terutang atau seharusnya dibayar.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan
pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan
atau bunga.

Pasal 2
Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB merupakan
landasan operasional bagi SKPD yang membidangi

(1)

pendapatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

pemungutan BPHTB.

Sistem dan  Prosedur Pemungutan BPHTB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

. pembayaran;

. penagihan;

pengurangan, keringanan, dan pembebasan;

. pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan,
dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi;

e. pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak

(restitusi);

f. penghapusan piutang pajak  yang telah

kedaluwarsa;

g. pemeriksaan; dan

h. pelaporan.

Uraian Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.
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Pasal 3
Bentuk, isi, dan format BPHTB terdiri dari :
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
Permohonan Penelitian SSPD BPHTB;
Pengajuan Data;
Data Objek Pajak;
Laporan PPAT,;
Register SSPD BPHTB,;
Buku Penerimaan dan Penyetoran;
Keputusan Kepala DPPKAD tentang Pemberian
Pengurangan;
Daftar SSPD BPHTB;
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j- Daftar Surat Teguran; Ditetapkan di Salatiga

k. Surat Teguran; pada tanggal 17 Januari 2011
|.  Surat Tagihan.

(2) Bentuk, isi, dan format SSPD BPHTB, sebagaimana di WALIKOTA SALATIGA,
maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran |l
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Cap TTD

Peraturan Walikota ini.
JOHN MANUEL MANOPPO

Pasal 4
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, Diundangkan di Salatiga
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih pada tanggal

lanjut oleh Kepala SKPD yang membidangi pendapatan.
SEKRETARIS DAERAH

KOTA SALATIGA,
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal Cap TTD
diundangkan.

AGUS RUDIANTO
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 6
Salatiga.

Sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH
Pembina
NIP 19660908 199303 1 007




